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ABSTRAK 

Widia Safitri. 2024. “Petanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Pemilihan Umum (Analisis Terhadap Pasal 488 – 554 Undang – 

Undang No. 7 Tahun 2017) 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana Pemilu, Analisis 

UU Pemilu. 

Pelanggaran tindak pidana pemilu dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk 

individu, badan hukum, atau organisasi. Melakukan pelanggaran pemilu seperti 

memanipulasi suara, mengacaukan proses pemilu, merusak, dan mengganggu 

proses pemilu harus diproses secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana Pemilihan 

Umum dan efektivitas sanksi pidana pada pasal 488-554 UU No. 7 Tahun 2017 

terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam mencegah tindak pidana pemilu. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji 

berbagai sumber hukum, termasuk UU, Peraturan Perundang-Undangan dan 

kebijakan pemerintah, selanjutnya dianalisis secara deduktif dan interpretatif . Hasil 

penelitian, menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

tindak pidana pamilu harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana 

yaitu melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, adanya kesengajaan 

atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Artinya selama pelaku tindak 

pidana pemilu telah memenuhi unsur-unsur kesalahan maka subjek hukum tindak 

pidana pemilu harus mempertanggungjawabkan secara pidana kesalahan yang 

dilakukan dalam pemilu berdasarkan ketentuan pidana pemilu yang telah diatur 

dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 
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ABSTRACK 

Widia Safitri. 2024. “Criminal Responsibility for Perpetrators of General Election 

Crimes (Analysis of Articles 488 – 554 of Law No. 7 of 2017). 

Keywords: Criminal Responsibility, Perpetrators of Election Crimes, Analysis of 

Election Law. 

Election crimes can be committed by anyone including individuals, legal 

entities, or organizations. Committing election violations such as manipulating 

votes, disrupting the election process, damaging, and disrupting the election process 

must be processed legally. This study aims to determine the criminal liability for 

perpetrators of General Election crimes and the effectiveness of criminal sanctions 

in Articles 488-554 of Law No. 7 of 2017 against perpetrators of election crimes in 

preventing election crimes. This study uses a normative legal research method by 

examining various legal sources, including Laws, Legislation and government 

policies, then analyzed deductively and interpretively. The results of the study 

indicate that criminal liability for perpetrators of election crimes must meet the 

elements of criminal liability, namely committing a criminal act, being able to be 

responsible, having intent or negligence, and having no excuses. This means that as 

long as the perpetrators of election crimes have met the elements of error, the legal 

subjects of election crimes must be criminally responsible for the mistakes made in 

the election based on the provisions of election crimes that have been regulated in 

Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. 
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